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Abstrak
 

Proses kriminalisasi merupakan hal yang esensial dalam hukum pidana. Pada dasarnya proses kriminalisasi

terhadap perbuatan ?penyalahgunaan kewenangan" bukan hal baru, sejak tahun 1957 terminologi

?penyalahgunaan kewenangan" telah digunakan pada beberapa perundang-undangan pidana, namun hingga

saat ini unsur "penyalahgunaan kewenangan" belum memiliki pengertian yang jelas. Kemerdekaan hakim

dalam menafsirkan unsur ?penyalahgunaan wewenang" melahirkan disparitas putusan yang layak untuk

terus dikaji, baik dari sudut pandang Hukum Pidana maupun dari dimensi lain termasuk Hukum

Administrasi. Mengingat pegawai negeri merupakan personifikasi dari wewenang publik, sehingga Hukum

Administrasi sangat relevan untuk membantu memahami konsep penyalahgunaan kewenangan.

 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan parameter tertentu sebagai acuan dalam menentukan ada tidaknya

perbuatan penyalahgunaan kewenangan; meneliti bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dapat

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK); serta menganalisis beberapa putusan tindak

pidana korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan.

 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) yang

bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan dalam perundang-

undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan pengadilan. Data yang

digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer maupun data sekunder yang akan dianalisis dengan

menghubungkannya pada putusan-putusan pengadilan yang sebelumnya telah lebih dulu melakukan

penafsiran terhadap unsur penyalahgunaan wewenang.

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh perbuatan yang dianggap sebagai

penyalahgunaan kewenangan menurut Hukum Administrasi merupakan perbuatan yang melawan hukum

pidana. Terkait dengan kewenangan yang sifatnya terikat, maka parameter penyalahgunaan kewenangan

adalah peraturan perundang-undangan tertulis, sedangkan terhadap kewenangan bebas parameternya

didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa putusan pengadilan, parameter yang digunakan hakim untuk

menilai adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan sangat beragam.

 

Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menentukan satu Yurisprudensi Tetap yang dapat

dijadikan acuan hakim ketika menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan pada Pasal 3 UU PTPK

untuk menghindari disparitas putusan pengadilan yang berlebihan guna mengembalikan eksistensi hukum

pidana yang identik dengan prinsip legalitas.
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<hr>

Criminalization process of a do that is assumed reprehensible by people to be a rule of criminal legislation is

essential in the criminal law. Basically criminalization process of abuse of authority abuse is not a new thing

in the history of enforceability of criminal legislation rule in Indonesia. Since 1957 terminology of authority

abuse has been used on some criminal legislation, but thus far matter of ?authority abuse" has not clear

definition on criminal legislation. The independency of judge to define the elements of authority abuse has

born disparity of judgment that is reasonable to be reviewed. It's not only to review it by point of view of

criminal legislation but also by other dimensions, such as administration law. Because civil servant and

public official are personification of public authority, so administration law is relevant object of study to

comprehend further the concept of authority abuse.

 

This resource aims to discover the certain parameter that can be used as the reference of determining

whether there"s the authority abuse or not. Then this resource is delving further about the doings of authority

abuse that are unlawful things based on Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on the Eradication of

Corruption. As the application review of unlawful things based on Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on the

Eradication of Corruption, this recourse is also analyzing some court decisions related to corruption actions

of authority abuse.

 

This resource is normative resource with analytical approach that aims to know the meaning of names that

are used in the legislation conceptually, and to know its applications in the practice and law judgments. The

dates used in this resource are included primer and secondary date that are analyzed by linking the court

judgments that previously interpreted the authority abuse on the corruption criminal action eradication.

 

The result of this resource showing that not all action assumed as authority abuse on administration law is

action which is unlawful on criminal law as being regulated on Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on the

Eradication of Corruption. Related to the bound authority, authority abuse parameter is written rules,

whereas on the authority which parameter is free based on general pinciple of good government (algemene

beginselen van behoorlijk bestuur). However, from the review result of some court judgments is founded

that the parameters used by judge to assess whether there"s the authority abuse are so diverse.

 

This resource recommends that the Supreme Court determine a constant case law to be a judges benchmark

when interpreting the elements of authority abuse based on Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on the

Eradication of Corruption to prevent disparity of excessive court judgment to return the existence of

criminal law as guidance of the way to behave in the society which is identical to the legality.


